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Abstract. This study examines how regulatory, communicative, and digital literacy among employees of the Gowa
Regional Revenue Agency influences tax service quality and taxpayer compliance. A phenomenological
qualitative approach was applied through interviews, observations, and document reviews involving employees
and taxpayers. The findings indicate that uneven regulatory literacy, varying communication skills, and limited
digital literacy contribute to inconsistent services. The study highlights the need to strengthen employee
competencies as an implication for improving regional tax service quality.
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Abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaruh literasi pegawai Bapenda Kabupaten Gowa, meliputi literasi
regulasi, komunikasi, dan digital, terhadap kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan
kualitatif fenomenologis digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan pegawai
dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan literasi regulasi, variasi kemampuan
komunikasi, dan keterbatasan literasi digital pegawai berdampak pada inkonsistensi layanan. Penelitian ini
menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur sebagai implikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
pajak daerah.

Kata kunci: Literasi pegawai, pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak, literasi digital, Bapenda.

1. LATAR BELAKANG

Pajak daerah merupakan sumber penting dalam memperkuat Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan menjadi fondasi keberlanjutan pembangunan. Namun, efektivitas
penerimaan pajak daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang
memberikan pelayanan, khususnya literasi aparatur dalam memahami regulasi,
berkomunikasi dengan masyarakat, dan mengoperasikan layanan digital. Berbagai studi
menunjukkan bahwa literasi perpajakan aparatur merupakan faktor kunci dalam memastikan
akurasi informasi dan keandalan pelayanan, yang pada akhirnya membentuk persepsi wajib
pajak terhadap institusi (Hasibuan et al., 2021a; Purba et al., 2024a; Susilawati et al., 2021).
Penelitian terbaru juga menegaskan bahwa literasi pajak dan digitalisasi memiliki peran
strategis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga kualitas SDM menjadi faktor
yang tidak dapat diabaikan dalam sistem administrasi perpajakan modern (Aini et al., 2025;

Anggraini et al., 2025).
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Percepatan digitalisasi perpajakan, termasuk penerapan e-filing, e-billing, dan
aplikasi layanan mandiri, menuntut aparatur untuk memiliki literasi digital yang memadai.
Ketidaksiapan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi digital terbukti dapat memperlambat
proses pelayanan dan menghambat efektivitas kebijakan digitalisasi perpajakan (Kirana et al.,
2023; Praskoco & Widiatmoko, 2025; Saputra & Darmawan, 2025). Selain itu, kemampuan
komunikasi publik juga menjadi penentu keberhasilan pelayanan, karena wajib pajak
membutuhkan penjelasan yang jelas, empatik, dan tidak teknis untuk memahami prosedur
perpajakan (Muryani et al., 2024; Sihite et al., 2022). Ketiga dimensi literasi yaitu regulasi,
komunikasi, dan digital menjadi semakin penting bagi aparatur daerah karena karakteristik
pelayanan pajak daerah berbeda dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik dari segi
keberagaman wajib pajak, variasi kapasitas pegawai tetap dan kontrak, maupun keterbatasan

sarana pendukung (Hidayat et al., 2023; Putra & Iswanto, 2024).

Meskipun literatur mengenai literasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak telah
banyak dikaji, sebagian besar penelitian berfokus pada konteks DJP dan belum
menggambarkan kompleksitas pelayanan perpajakan di tingkat Bapenda. Selain itu, hanya
sedikit penelitian yang mengintegrasikan tiga bentuk literasi pegawai secara bersamaan,
padahal literasi aparatur dalam konteks pelayanan publik merupakan fenomena
multidimensional yang saling berkaitan (Pasamba & Temalagi, 2023; Tantriangela &
Setyowati, 2023). Kondisi ini memperlihatkan adanya celah penelitian yang perlu
dijembatani, terutama dalam memahami bagaimana literasi pegawai memengaruhi kualitas

pelayanan dan kepatuhan wajib pajak di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara
mendalam bagaimana literasi regulasi, komunikasi, dan digital pegawai Bapenda Kabupaten
Gowa memengaruhi kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk menangkap pengalaman langsung
pegawai dan wajib pajak dalam proses pelayanan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian
ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dan teoretis dengan menawarkan
pemahaman baru mengenai peran strategis literasi aparatur dalam memperkuat kualitas

pelayanan pajak daerah pada era digital.
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2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoretis ini memetakan perkembangan penelitian mengenai literasi aparatur
perpajakan serta kontribusinya terhadap kualitas pelayanan pajak daerah dan kepatuhan wajib
pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa literasi pajak dan kualitas pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sebagaimana dibuktikan oleh
(Listyaningsih & Hoyriyah, 2024; Rum et al., 2023; Supyan & Nurhasanah, 2024). Temuan lain juga
menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pajak memperkuat
efektivitas pelayanan publik (Imanda et al., 2025). Oleh karena itu, literature review ini
disusun untuk mengidentifikasi konsep kunci, mensintesis temuan empiris, dan membangun
argumentasi mengenai bagaimana literasi regulatif, komunikasi, dan digital pegawai pajak

memengaruhi kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak.

Kajian literatur pertama berfokus pada dimensi literasi regulasi sebagai kompetensi
dasar aparatur perpajakan. Beberapa penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan
bahwa ketidakmerataan pemahaman regulasi antarpegawai dapat menurunkan konsistensi
layanan dan melemahkan kredibilitas institusi (Hasibuan et al., 2021; Purba et al., 2024;
Susilawati et al., 2021). Ketidakseimbangan tersebut sering muncul antara pegawai tetap dan
pegawai kontrak, terutama pada konteks Bapenda yang memiliki kapasitas pelatihan lebih
terbatas dibandingkan DJP (Hidayat et al., 2023; Putra & Iswanto, 2024). Meskipun literatur
sebelumnya sepakat bahwa literasi regulasi memiliki dampak positif terhadap kepatuhan,
sebagian temuan menunjukkan bahwa pengetahuan regulatif saja tidak cukup menjelaskan
perilaku wajib pajak, terutama ketika regulasi disampaikan dengan bahasa teknis yang sulit
dipahami (Ernanda & Kurniawan, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa literasi regulasi perlu

dianalisis bersama dimensi komunikasi.

Dalam dimensi literasi komunikasi, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan
bahasa pelayanan yang jelas, empatik, dan tidak teknis menjadi faktor penting dalam
meningkatkan pemahaman wajib pajak (Muryani et al., 2024; Sihite et al., 2022). Komunikasi
publik yang efektif terbukti meningkatkan awareness, trust, dan persepsi kontrol wajib pajak
terhadap proses administrasi pajak. Namun, kajian literatur menemukan kontradiksi bahwa
sebagian pegawai masih menggunakan bahasa regulasi yang kaku sehingga memunculkan
information asymmetry antara aparatur dan masyarakat (Anggraini et al., 2025; Pasamba &

Temalagi, 2023). Kontradiksi ini menunjukkan perlunya penyatuan standar komunikasi dalam
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pelayanan pajak daerah, terutama ketika komunikasi publik juga menentukan kepatuhan wajib
pajak melalui mekanisme psikologis sebagaimana dijelaskan oleh Theory of Planned
Behavior (TPB). Ketika literasi komunikatif rendah, persepsi kemudahan wajib pajak

menurun.

Literatur mengenai literasi digital semakin berkembang seiring digitalisasi pelayanan
perpajakan. Hasil penelitian terbaru menemukan bahwa keberhasilan e-filing, e-billing,
maupun aplikasi perpajakan daerah sangat bergantung pada kemampuan aparatur dalam
mengoperasikan sistem elektronik (Kirana et al., 2023; Praskoco & Widiatmoko, 2025;
Saputra & Darmawan, 2025). Pegawai yang tidak memiliki literasi digital memadai
cenderung menghambat proses pelayanan, menimbulkan ketergantungan antarpegawai, dan
menurunkan kualitas layanan. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa digitalisasi
tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan apabila aparatur tidak memiliki literasi digital
yang kuat (Aini et al., 2025; Anggraini et al., 2025). Hal ini menandakan bahwa literasi digital
tidak dapat dipisahkan dari kapasitas regulatif dan komunikatif pegawai.

Jika dibandingkan lintas penelitian, terdapat ketidakkonsistenan mengenai faktor
dominan yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menegaskan bahwa
literasi pajak merupakan determinan utama kepatuhan (Purba et al., 2024b; Supyan &
Nurhasanah, 2024), sementara lainnya berpendapat bahwa digitalisasi adalah faktor paling
signifikan pada era modern (Aini et al., 2025; Praskoco & Widiatmoko, 2025) . Ada pula
penelitian yang menyimpulkan bahwa kombinasi literasi dan penegakan sanksi menjadi kunci
(Saputra & Darmawan, 2025). Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa literasi aparatur tidak
dapat dianalisis secara parsial, melainkan sebagai konstruksi multidimensional yang

mencakup pengetahuan, komunikasi, dan keterampilan digital secara bersamaan.

Dari perspektif teoritis, konsep kualitas pelayanan (SERVQUAL) memberikan
kerangka penting bahwa dimensi keandalan, responsivitas, jaminan, empati, dan bukti fisik
sangat dipengaruhi oleh literasi pegawai. Penelitian terdahulu belum mengaitkan secara
komprehensif ketiga dimensi literasi pegawai dengan teori SERVQUAL, sehingga penelitian
ini memberikan kontribusi konsep baru dengan memposisikan literasi pegawai sebagai
determinan kualitas layanan pajak daerah. Selain itu, pendekatan fenomenologis yang

digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan temuan bahwa sebagian besar penelitian
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sebelumnya masih didominasi pendekatan kuantitatif yang tidak menangkap pengalaman

subjektif wajib pajak maupun pegawai (Asipi et al., 2022).

Mengacu pada tantangan penyusunan literature review yang menuntut proses
pencarian sumber yang tepat, pengelolaan informasi yang sistematis, serta penyusunan
sintesis teori yang logis sebagaimana ditegaskan dalam praktik akademik, penelitian ini
menyusun tinjauan literatur secara integratif dengan menelaah hubungan antartemuan empiris
dan mengidentifikasi inkonsistensi riset terdahulu. Beberapa kajian perpajakan di Indonesia
menunjukkan kecenderungan penelitian yang lebih banyak berfokus pada kepatuhan pajak di
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sementara studi yang mengkaji Bapenda sebagai
otoritas pajak daerah masih sangat terbatas (Martha & Sumiati, 2023). Di sisi lain, penelitian
terkait literasi perpajakan umumnya hanya menyoroti satu aspek, seperti literasi regulatif atau
digital, tanpa mengintegrasikan peran komunikasi dalam pelayanan pajak, sehingga
menghasilkan pemahaman yang terfragmentasi (Elfriska et al., 2025). Selain itu, sebagian
besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga pengalaman wajib pajak
maupun pegawai pajak daerah belum tergali secara mendalam (Erdi & Astuti, 2023).
Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam memperkaya
pemahaman teoretis mengenai literasi aparatur sebagai faktor kunci peningkatan kualitas

pelayanan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak.
3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dirancang untuk menjelaskan secara sistematis langkah-langkah
yang ditempuh selama proses penelitian sekaligus memberikan justifikasi ilmiah atas
pendekatan yang digunakan. Detail prosedur dipaparkan secara jelas agar pembaca dapat
menilai kesesuaian metode, reliabilitas temuan, serta memungkinkan penelitian direplikasi
oleh peneliti lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis karena
tujuan utamanya adalah memahami pengalaman langsung pegawai dan wajib pajak terkait
literasi regulasi, komunikasi, dan digital dalam pelayanan pajak daerah. Pendekatan
fenomenologis dipandang relevan karena mampu menggali makna subjektif dan dinamika

sosial yang tidak dapat dijelaskan oleh analisis kuantitatif (Asipi et al., 2022).

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu

pemilihan partisipan berdasarkan keterlibatan dan relevansi pengalaman mereka dengan fokus
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penelitian. Teknik ini umum digunakan dalam riset kualitatif kontemporer karena
memungkinkan penggalian data secara mendalam dari individu yang benar-benar memahami
konteks fenomena (Aini et al., 2025; Subhaktiyasa, 2024). Informan penelitian terdiri dari
lima pegawai Bapenda Kabupaten Gowa, baik pegawai tetap maupun kontrak, serta lima
wajib pajak dari kategori yang beragam. Jumlah tersebut dinilai memadai dalam penelitian
fenomenologis yang menekankan kedalaman pemaknaan dibandingkan kuantitas partisipan
(Giri, 2024). Para informan dipilih untuk memberikan variasi pengalaman sehingga peneliti
dapat menangkap perbedaan kapasitas literasi regulatif, komunikatif, dan digital antarpegawai

serta perbedaan persepsi wajib pajak terhadap kualitas layanan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung
terhadap layanan, serta dokumentasi resmi. Wawancara digunakan untuk menggali
pemahaman pegawai terhadap regulasi pajak daerah, kemampuan komunikasi publik, dan
keterampilan mengoperasikan sistem digital. Teknik observasi dilakukan dengan mengamati
interaksi pegawai dan wajib pajak di ruang pelayanan untuk melihat langsung bagaimana
penjelasan regulasi diberikan, bagaimana kendala teknis ditangani, dan bagaimana
komunikasi berlangsung dalam konteks nyata. Dokumentasi berupa SOP pelayanan, regulasi
pajak daerah, serta materi sosialisasi pajak digunakan untuk memverifikasi dan melengkapi
informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Ketiga teknik ini digunakan secara
triangulatif untuk memperkuat validitas dan kredibilitas temuan, sebagaimana
direkomendasikan dalam penelitian administrasi publik lima tahun terakhir (Rahmawati et al.,

2025; Sihite et al., 2022) .

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi proses reduksi
data, penyajian data, dan penarikan makna. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi
informasi yang relevan dengan fokus literasi pegawai, yaitu literasi regulasi, literasi
komunikasi, dan literasi digital. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi temuan ke
dalam pola-pola tematik sehingga memungkinkan identifikasi hubungan antar konsep.
Penarikan makna dilakukan secara iteratif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan
teori kualitas layanan (SERVQUAL), konsep perilaku wajib pajak berdasarkan Theory of
Planned Behavior, serta temuan penelitian sebelumnya mengenai literasi perpajakan.
Pendekatan analisis ini sejalan dengan standar penelitian kualitatif modern yang menekankan

interpretasi mendalam terhadap narasi informan (Kirana et al., 2023).

105 | JURRIE - Volume 5 Nomor 1, April 2026



Literasi Pegawai Bapenda pada Wajib Pajak di Kabupaten Gowa

Untuk memastikan reliabilitas dan validitas temuan, penelitian ini menerapkan
triangulasi metode, verifikasi temuan melalui member checking, dan pencatatan proses
penelitian secara sistematis melalui audit trail. Triangulasi memastikan bahwa temuan
bersumber dari beberapa teknik pengumpulan data, member checking memastikan interpretasi
peneliti sesuai dengan makna yang dimaksudkan informan, sementara audit trail memastikan
bahwa keseluruhan proses penelitian terdokumentasi dengan baik dan dapat ditelusuri oleh
peneliti lain (Dewi, 2021; Sihite et al., 2022). Dengan demikian, metode penelitian yang
digunakan memberikan kerangka yang kuat untuk menilai bagaimana literasi pegawai
memengaruhi kualitas pelayanan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan

temuan penelitian memiliki kredibilitas ilmiah yang tinggi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses analisis tematik terhadap wawancara,
observasi, dan dokumentasi, sehingga seluruh data yang disajikan merupakan hasil olahan yang
telah direduksi dan ditafsirkan secara sistematis. Temuan utama menunjukkan bahwa literasi
regulasi, literasi komunikasi, dan literasi digital pegawai Bapenda Kabupaten Gowa memiliki
hubungan langsung dengan kualitas pelayanan pajak yang diterima wajib pajak serta
kecenderungan mereka untuk patuh. Ketiga bentuk literasi tersebut tidak berdiri sendiri, namun

saling mempengaruhi dan membentuk pengalaman pelayanan secara keseluruhan.

Temuan pertama berkaitan dengan literasi regulasi pegawai, yang menunjukkan adanya
ketimpangan pemahaman antara pegawai tetap dan pegawai kontrak. Pegawai dengan masa
kerja lebih panjang memiliki penguasaan regulatif yang lebih mendalam, sementara sebagian
pegawai kontrak hanya memperoleh pemahaman melalui penjelasan informal dari rekan kerja.
Ketidakseimbangan ini berdampak pada variasi penjelasan yang diterima wajib pajak, sehingga
menimbulkan ketidakpastian informasi dalam proses pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara
dengan beberapa wajib pajak terkait dengan hal ini, kami menemukan beberapa pernyataan
yang menggambarkan ketimpangan pemahaman tersebut.

“Saya merasa pelayanan di sini tergantung siapa yang melayani. Ada petugas yang jelas dan
cepat tanggap, tapi ada juga yang seperti baru tahu aturannya. Saya pernah dilayani oleh dua petugas

yang berbeda dalam satu urusan. Yang satu menjelaskan dengan sangat detail dan meyakinkan, tapi
yvang satu lagi memberikan penjelasan yang agak membingungkan”

Temuan ini mendukung teori kualitas layanan, khususnya pada dimensi reliability

yang menekankan perlunya konsistensi informasi dalam memberikan pelayanan publik. Hasil
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ini juga sejalan dengan penelitian (Hasibuan et al., 2021; Purba et al., 2024) yang menegaskan
bahwa literasi regulatif aparatur merupakan determinan penting dalam persepsi keandalan
institusi. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan tersebut lebih kompleks
pada tingkat pemerintah daerah, khususnya di Bapenda, yang belum banyak dibahas dalam

penelitian sebelumnya.

Temuan kedua menunjukkan bahwa literasi komunikasi pegawai memberikan
kontribusi signifikan terhadap pemahaman wajib pajak mengenai prosedur dan kewajiban
perpajakan. Wajib pajak merasa lebih mudah memahami layanan ketika pegawai
menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Sebaliknya, penggunaan istilah teknis
yang kaku oleh beberapa pegawai menyebabkan wajib pajak mengalami kebingungan dan

ketidaknyamanan dalam menerima layanan.

“Petugas yang menjelaskan dengan bahasa sehari-hari itu sangat membantu. Saya jadi cepat
paham apa yang harus dilakukan tanpa perlu membaca aturan yang rumit.”

Berdasarkan penjelasan dari pegawai Bapenda mengenai standar komunikasi publik, diketahui
bahwa tidak terdapat buku panduan maupun arahan langsung dari pimpinan yang menekankan
gaya komunikasi tertentu. Kondisi tersebut memungkinkan adanya perbedaan gaya komunikasi
antar pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami tidak pernah diberikan arahan terkait standar komunikasi yang efektif kepada wajib

pajak, hanya saja kami sebisa mungkin memberikan pelayanan dengan komunikasi yang dapat
dipahami oleh wajib pajak”

Temuan ini konsisten dengan penelitian (Muryani et al., 2024; Sihite et al., 2022) yang
menunjukkan bahwa komunikasi publik berperan penting dalam membangun kepercayaan dan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa belum
adanya standardisasi komunikasi di Bapenda menjadi faktor penyebab ketidakteraturan pola

komunikasi antarpegawai.

Temuan ketiga berkaitan dengan literasi digital pegawai, yang menunjukkan bahwa
kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi perpajakan berbasis elektronik belum merata di
kalangan pegawai. Pegawai yang lebih muda cenderung menguasai penggunaan sistem digital
dengan baik, sementara pegawai senior membutuhkan waktu adaptasi lebih lama dan sering
mengandalkan bantuan rekan kerja. Ketika gangguan teknis muncul, tidak semua pegawai

mampu menyelesaikannya secara mandiri, sehingga proses pelayanan dapat terhambat.
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“Saya pribadi merasa masih memerlukan pelatihan tambahan agar benar-benar
lancar mengoperasikan aplikasi pelayanan. Kadang-kadang jika ada sistem pembaruan, perlu
waktu untuk beradaptasi lagi.”

Penjelasan dari wajib pajak terkait digitalisasi sistem pajak menunjukkan bahwa masih terdapat
perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Sebagian kecil masyarakat menyatakan proaktif
dan mendukung penerapan sistem digital, namun sebagian besar masih menunjukkan
ketidaksetujuan. Salah satu alasan yang muncul adalah adanya isu bahwa sistem tersebut masih
dalam tahap uji coba, tetapi sudah diterapkan di tingkat daerah (Bapenda).

“Saya merasa penggunaan sistem digital memang membantu, namun belum semua

pegawai mempunyai tingkat kompetensi yang sama. Kadang masalah sepele butuh waktu lama
terselesaikan.”

Temuan ini mengonfirmasi penelitian (Anggraini et al., 2025; Praskoco & Widiatmoko,
2025), yang menegaskan bahwa literasi digital aparatur merupakan kunci keberhasilan
digitalisasi perpajakan. Penelitian ini juga menguatkan temuan (Aini et al., 2025) bahwa
digitalisasi tidak akan menghasilkan dampak optimal apabila kapasitas SDM di dalamnya

masih terbatas.

Berdasarkan perspektif Theory of Planned Behavior (TPB), pelayanan yang jelas secara
regulatif, komunikatif, dan digital memperkuat perceived behavioral control (PBC) wajib
pajak karena meningkatkan persepsi kemudahan mereka dalam memenuhi kewajiban
perpajakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian internasional terbaru yang menunjukkan
bahwa kualitas layanan digital pemerintah berperan penting dalam membentuk PBC dan
mendorong kepatuhan, seperti bukti bahwa digitalisasi pajak melalui e-invoicing dan e-filing
meningkatkan kemudahan wajib pajak serta kepatuhan (Bellon et al., 2022). Selain itu, studi
pelayanan publik digital menemukan bahwa komunikasi pemerintah yang jelas dan sistem
digital yang mudah digunakan meningkatkan kontrol persepsional dan niat perilaku warga
dalam kerangka TPB (Bellon et al., 2023). Dengan demikian, literasi pegawai—meliputi
literasi regulasi, komunikasi, dan digital—berperan sebagai faktor psikologis yang
memperkuat keyakinan wajib pajak akan kemudahan proses perpajakan. Temuan ini
memperkaya literatur yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada literasi wajib pajak, karena
menunjukkan bahwa literasi aparatur merupakan determinan perilaku kepatuhan yang penting

dalam konteks pelayanan publik modern.
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Dari sisi teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai literasi aparatur
dalam konteks pelayanan publik dengan menegaskan bahwa literasi aparatur bersifat
multidimensional tidak hanya mencakup literasi regulasi, tetapi juga literasi komunikasi dan
literasi digital. Hal ini sejalan dengan temuan (Nurdewi, 2022) yang menunjukkan bahwa
literasi digital aparatur tidak hanya terkait kemampuan teknis, tetapi juga kompetensi etika dan
komunikasi dalam pelayanan publik. (Prasetya et al., 2024) bahkan menegaskan bahwa
peningkatan literasi digital aparatur berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan efisiensi

layanan kepada masyarakat.

Studi (Silitonga, 2023; Syahrir et al., 2025) menekankan bahwa kekuatan literasi digital
pegawai publik merupakan prasyarat keberhasilan transformasi birokrasi digital dan
peningkatan kinerja aparatur. Secara praktis, temuan-temuan tersebut menguatkan implikasi
bagi Bapenda Kabupaten Gowa untuk memperkuat program pelatihan regulasi, menyusun
standar komunikasi pelayanan yang seragam, serta meningkatkan pelatihan digital guna
mengoptimalkan implementasi layanan elektronik. Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini
memberikan manfaat signifikan karena dapat menjadi dasar penyusunan strategi peningkatan
kualitas pelayanan pajak daerah. Secara akademik, penelitian ini memberikan model
konseptual baru mengenai hubungan antara literasi aparatur dan kepatuhan wajib pajak, isu
yang masih jarang dikaji dalam konteks pemerintahan dacrah. Manfaat bagi masyarakat juga
terlihat melalui potensi peningkatan kualitas layanan pajak yang lebih efektif, ramabh,
komunikatif, dan mudah dipahami, sehingga mendorong kepatuhan sukarela masyarakat di

masa mendatang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi pegawai Bapenda Kabupaten Gowa,
yang mencakup literasi regulasi, literasi komunikasi, dan literasi digital, memiliki peran yang
sangat menentukan terhadap kualitas pelayanan pajak daerah dan kepatuhan wajib pajak.
Penelitian ini berhasil menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa
ketidakseimbangan pemahaman regulasi antarpegawai mengakibatkan ketidakkonsistenan
informasi yang diterima wajib pajak, sehingga memengaruhi persepsi keandalan layanan.
Selain itu, kemampuan komunikasi publik terbukti membentuk pengalaman pelayanan secara
signifikan, di mana pola komunikasi yang tidak seragam menyebabkan perbedaan tingkat
pemahaman wajib pajak terhadap prosedur perpajakan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa

digitalisasi tidak dapat berjalan optimal ketika kecakapan digital pegawai masih terbatas,
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sehingga proses pelayanan cenderung terhambat dan wajib pajak tidak dapat memanfaatkan
layanan elektronik secara efektif. Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa
ketiga bentuk literasi tersebut bekerja secara simultan dan saling melengkapi dalam

membangun kualitas pelayanan dan mendorong kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan rekomendasi penting bagi
pemerintah daerah, khususnya Bapenda Kabupaten Gowa, untuk meningkatkan kapasitas
aparatur melalui pelatihan regulasi yang berkelanjutan agar seluruh pegawai memiliki
pemahaman yang seragam terhadap aturan pajak daerah. Selain itu, standardisasi komunikasi
publik perlu disusun agar penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih jelas, ramah,
dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Peningkatan literasi digital juga menjadi prioritas utama
untuk memastikan bahwa seluruh pegawai mampu mengoperasikan sistem pelayanan
elektronik dengan baik dan dapat memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat.
Implikasi penelitian ini tidak hanya relevan bagi peningkatan kualitas layanan pada level
Bapenda, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian mengenai
literasi aparatur dalam administrasi publik, serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat

melalui penyediaan layanan pajak yang lebih profesional, responsif, dan efisien.
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